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Pembangunan di Indonesia selama dasawarsa 60-an sampai 90-an merupakan babak penting dalam sgjarah
pengelolaan sumberdaya alam, karena sumber daya alam dijadikan lokomotif penghela pembangunan
dengan komoditi primadona yaitu minyak dan gas, hasil hutan (terutama kayu), serta hasil tambang.

<br /><br />

Menurut laporan misi teknis International Topical Timber Organization (1TO) tahun 2001, disebutkan
bahwa pada tahun 1967, produksi log dilaporkan sekitar 3.3 juta m3, telah meningkat pesat menjadi 32 m3
diproduks padatahun 1988, di mana 96% produksi log berasal dari hutan alam. Pada tahun 2000 dengan
meningkatnya industri kehutanan, telah terjadi kesenjangan antara kapasitas terpasang dengan kemampuan
pasokan kayu sekitar 50 juta m3/tahun di manatotal kebutuhan industri kayu diperkirakan mencapai 72 juta
ma3.

<br /><br />

Pada tahun 2004 kesenjangan kapasitas terpasang dengan pasokan kayu legal dari hutan alam semakin
meningkat. Menurut Dirjen PHKA (2004) kapasitas terpasang industri olahan kayu sebesar 74 juta m3
sedangkan penetapan jatah tebangan untuk tahun 2004 hanya 7 juta m3.

<br /><br />

Adanya kesenjangan kapasitas terpasang industri dan kegiatan ekspor illegal produk kayu ke luar negeri
menyebabkan tekanan terhadap sumberdaya alam hutan semakin meningkat. Kerusakan hutan tropis
Indonesia diperkirakan antara 0,6-1,3 juts ha/tahun (Abdullah, 1999), bahkan oleh banyak pihak angka
tersebut ditengarai telah mencapai 2,5-3 juta ha/tahun sekarang ini.

<br /><br />

Eksploitas besar-besaran terhadap kawasan hutan bukan hanyaterjadi pada hutan produksi tetapi sudah
memasuki kawasan suaka alam maupun kawasan pelestarian alam termasuk di dalamnya kawasan taman
nasional.

<br /><br />

Perubahan dinamika politik juga turut berpengaruh terhadap percepatan kerusakan kawasan hutan dimana
tuntutan peningkatan PAD menyebabkan Pemda turut melirik potensi SDA hutan untuk dijadikan sumber
dana dengan mengeluarkan perda ataupun perizinan yang sering bermasalah. Salah satu contohnya adalah
pemberian izin lokas pemanfaatan kayu di areal yang tidak potensial untuk diambil kayunya sehingga
penebangan terjadi di luar izin yang diberikan, di sisi lain pengawasan masih sangat minim.

Angin reformasi yang bertiup kencang sering diidentikkan dengan kebebasan yang sebebas-bebasnya dan
dijadikan alasan untuk melakukan perambahan hutan. Kondisi pendapatan masyarakat yang masih rendah
dan jumlah penduduk yang semakin bertambah turut memberi andil dalam memperparah kerusakan hutan.
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Kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS) seluas 1.375.349 ha, terletak pada bagian tengah
rangkaian pengunungan bukit barisan dengan topografi yang didominasi oleh kelas kelerengan > 60% pada
sebagian besar kawasannya (+ 70%) dari luas kawasan. Pada kawasan ini terdapat hulu-hulu sungai dari
Daerah Aliran Sungai (DAS) Batanghari (Jambi), DAS Musi (Sumatera Selatan), DAS Ketaun (Bengkulu)
dan DAS Indrapura (Sumbar). Jenis tanah yang mendominasi adalah jenis tanah Podsolik dengan sifat fisik
dan sifat tanah yang relatif kurang baik sertarelatif mudah tererosi.

Kondis fisk kawasan TNKS yang demikian menyebabkan kawasan tersebut sangat vital bagi kelangsungan
aktifitas ekonomi di daerah sekitar dan di bagian hilirnya yang mata pencaharian pokoknya adalah di sektor
pertanian. Di samping itu, kawasan ini juga berperan memeliharafungsi ekologis seperti menjaga stabilitas
iklim, mencegah erosi, mengendalikan banjir, melestarikan biodiversity sarana penelitian dan pendidikan,
wisata dan fungsi lainnya.

Dari hasil penafsiran citra satelit yang dilakukan ICDP dan Balai TNK S terlihat adanya pengurangan
penutupan kawasan hutan dari tahun 1985 sampai tahun 2002 seluas 26.044 ha dan kerusakan tersebut
sampai saat ini masih terus berlangsung.

Kerusakan TNKS terutama disebabkan oleh aktifitasillegal logging dan perambahan hutan yang masih
tinggi. Di samping itu, juga disebabkan oleh kebakaran hutan pencurian hasil hutan bukan kayu, perburuan
liar, penambangan liar dlil.

Dampak dari kerusakan TNKS secaralangsung mulai dirasakan dengan seringnya banjir dan longsor di
sekitar kawasan yang menimbulkan kerugian material dan moril yang sangat besar terhadap masyarakat
sekitar, terganggunya aktifitas ekonomi misalnya di sektor pertanian (sawah tergenang), transportasi (baik
air maupun darat) dan sektor lainnya.

Bertolak belakang dari kenyataan tersebut di atas maka penelitian ini bertujuan sebagai berikut :

1. Menganalisa faktor-faktor yang berkaitan pengelolaan INKS baik dari sisi intern maupun ekstern berupa
kekuatan, kelemahan, kesempatan dan ancaman yang dihadapi institusi pengelolayaitu Balai TNKS,
Departemen K ehutanan dalam rangka mengurangi lgju kerusakan hutan di INKS.

2. Merumuskan strategi-strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan di TNKS.

3. Memilih prioritas strategi yang ada berdasarkari kriteria-kriteria yang ditentukan.

Dari hasil analisa SWOT terhadap faktor internal dan eksternal Balai INK S sebagal pengel ola kawasan
maka diperoleh alternatif strategi kebijakan dalam rangka mengurangi lgu kerusakan hutan di INKS berupa
strategi WT (Weakness-Threat) dengan bobot 4,78 kemudian strategi ST (Strength-Threat) dengan bobot
3,77 disusul strategi WO (Weakness opportunity) dengan bobot 3,16 dan selanjutnya strategi SO (Strength-
Opportunity) dengan bobot 2,15.

Hasil analisa altematif-alternatif kebijakan dari strategi terpilih yaitu Weakness-Threat (atasi kelemahan
untuk menghadapi ancaman) adalah sebagai berikut :

- Peningkatan organisasi/kelembagaan BTNKS, penyempurnaan sarana prasarana, perbaikan tata batas
kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta
melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secaratidak terkendaii.

Mengupayakan penambahan jumlah SDM BTNKS dan peningkatan kemampuan petugas dalam



mengantisipasi gangguan kawasan terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secarailegal.

Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisi pasi/menanggulangi
gangguan kawasan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di daerah
penyangga.

Strategi kebijakan yang didapat dari hasil analisa SWOT tersebut belum tentu seluruhnya dapat
dilaksanakan secara simultan karena keterbatasan sumber daya dan yang lainnya sehingga perlu dilakukan
penentuan prioritas. Dengan menggunakan The Analityc Hierarchy Process (AHP), dilakukan pemilihan
prioritas kebijakan dengan hasil sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah SDM BTNKS dan kemampuan petugas dalam mengantisipasi gangguan kawasan
terhadap aktifitas pemenuhan bahan baku industri secaraillegal dengan bobot 0,483

2. Dukungan dana operasional yang memadai dan teratur dalam rangka mengantisi pasi/penanggulangan
gangguan kawasan INK S dan meningkatkan partisipasi masyarakat dengan pengembangan masyarakat di
daerah penyangga dengan bobot 0,309

3. Peningkatan organisasi/kel embagaan, penyempurnaan sarana prasarana BTNK'S, perbaikan tata batas
kawasan dalam rangka meningkatkan kemampuan menghadapi ancaman/gangguan kawasan serta
melakukan pemantauan terhadap upaya peningkatan PAD secaratidak terkendali dengan bobot 0,208.

Penentuan prioritas strategi kebijakan dalam rangka mengurangi laju kerusakan hutan TNK'S, bukan berarti
menyatakan bahwa yang pertama perlu dan yang lain tidak perlu tetapi penentuan prioritasini hanya sebagai
bantuan untuk menentukan kebijakan yang perlu didahulukan apabila untuk melakukan seluruh kebijakan
secara simultan mengalami kendala. Pel aksanaan seluruh kebijakan secara simultan akan menghasilkan
pencapaian tujuan yang lebih optimal.

Berkurangnya lgju kerusakan hutan di INK'S merupakan langkah panting untuk mempertahankan fungsi
kawasan baik yang tangible maupun intangible yang sangat dibutuhkan masyarakat sekitar untuk
mempertahan-kan dan meningkatkan kesegjahteraannya.



